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PENGUJIAN TERHADAP PERATURAN KEBIJAKAN DI INDONESIA 

(The Review  of Policy Rules in Republic of Indonesia) 

Oleh 

HAIKAL ARSALAN  

 

Abstract 

 

In the concept of the Rule of Law, the government has 3 (three) types of authorities, 

namely authority, free authority, discretion, and facultative authority. In its 

development, the authority under the legislation is not sufficient to solve all problems 

and dynamics, so the government is given the authority to act freely through the 

discretion authority. In practice, governments often use discretion in written form 

called policy rules. The experts argue with the laws and regulations do not have the 

necessary strength can not be tested against it .. 

 

In this study, the authors will analyze the rank and review of policy rules in Indonesia 

using legal approach, concept approach, and case approach by analyzing some of the 

decisions related to this research. 

 

The result of this research is Policy Rules in Indonesia is not a statute. Therefore, for 

the time being can not be tested against him because there is no institution that has 

authority for it. 

 

 

Keywords : Discretionary power, Policy Rules, Examination. 
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Abstrak 

 

 

Pada konsep Negara Hukum, pemerintah memiliki 3 (tiga) jenis kewenangan, yaitu 

kewenangan terikat, kewenangan bebas (diskresi), dan kewenangan fakultatif. Pada 

perkembangannya, kewenangan terikat yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan tidak cukup untuk menyelesaikan segala permasalahan dan dinamika yang 

ada, maka untuk itu pemerintah diberi kewenangan untuk bebas bertindak yaitu 

melalui kewenangan diskresi. Pada praktiknya, pemerintah sering menggunakan 

diskresi dalam bentuk tertulis yaitu yang disebut sebagai peraturan kebijakan. Para 

ahli berpendapat bahwa peraturan kebijakan tidaklah sama dengan peraturan 

perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara eksternal 

sehingga tidak dapat dilakukan pengujian terhadapnya. 

 

Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa mengenai kedudukan peraturan 

kebijakan di Indonesia dan Pengujian terhadapnya dengan metode pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus dengan 

menganalisa beberapa putusan-putusan yang terkait dengan penelitian ini. 

 

Hasil dari penelitian ini adalah Peraturan Kebijakan di Indonesia bukanlah 

merupakan peraturan perundang-undangan. Karenanya, untuk saat ini belum dapat 

dilakukan pengujian terhadapnya karena belum ada lembaga yang memiliki 

wewenang untuk itu. 

 

 

Kata kunci : Diskresi, Peraturan Kebijakan, pengujian. 
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